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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya tentang larangan 

endogami dengan mantan isteri di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten 

Pasaman, penelitian ini menunjukan bahwa: 

Pertama, latar belakang larangan endogami dengan mantan isteri di 

Kecamatan Tigo Nagari karena masyarakat menganggap masih memiliki 

hubungan persaudaraan dengan perempuan yang akan dinikahi oleh 

mantan suami. Jangankan sesuku, menikahi perempuan yang telah 

diceraikan sahabat juga tidak diizinkan dalam aturan adat Tigo Nagari. 

Aturan tersebut sudah lama diberlakukan dan dipatuhi serta di pertahankan 

secara turun-temurun. Tidak ada yang menggungat diberlakukannya aturan 

tersebut karena dipandang mengandung kemaslahatan dan terjauh darikata 

keburukan.  

Kedua, sanksi adat yang diterima oleh pelangar berupa sanksi 

sosial dan sanksi materi. Sanksi sosial berupa terbuang sepanjang adat dan 

tidak boleh mendiami kampung. Sedangkan sanksi materi pelanggar tidak 

akan menerima lagi harta pusaka tinggi dari mamak. Namun, digantikan 

oleh anak-anak atau ahli warisnya, karena sanksi ini hanya berlaku untuk 

suami atau isteri yang melanggar, tidak untuk anak atau keluarganya.   

Ketiga, larangan pernikahan endogami dengan mantan isteri tidak 

diatur oleh aturan syariat, hukum positif, akan tetapi diatur dalam aturan 

adat masyarakat Tigo Nagari. Dalam sistem pernikahan adat Minangkabau 

pernikahan tersebut termasuk kedalam pernikahan sumbang. Pernikahan 

sumbang merupakan pernikahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial 

dan dipandang buruk oleh masyarakat umum. Larangan seperti ini 

termasuk ke dalam kategori maslahah mulghah larangan ini hanya 

diberlakukan dalam hukum adat dan bertentangan dengan nash  tidak ada 

nash yang sejalan dengan larangan tersebut. 

 



108 

 
 

5.2. Saran 

Penulis menilai bahwa, adat yang diterapkan oleh masyarakat di 

Kecamatan Tigo Nagari. Kab. Pasaman, memiliki tujuan yang baik untuk 

menciptakan kebersamaan dan menjaga hubungan kekeluargaan serta 

menolak terjadinya sesuatu yang akan menimbulkan konflik yang 

mungkian akan terjadi jika pernikahan seperti itu tetap dilakukan.  Akan 

tetapi, penulis tekankan bahwa larangan pernikahan tersebut hanya 

kebiasaan yang telah menjadi adat dan bukan dari ajaran Islam, namun 

selama tidak berlawanan dengan nash dan mengandung kemaslahatan, 

maka harus dipatuhi. Penulis juga menyarakan bahwasanya sanksi bagi 

pelanggar jangan sampai menzalimi atau memutus tali silaturrahmi, 

dengan tetap meperhatikan nash baik al-Qur’an maupun hadist.   
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